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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Makhluk hidup terutama manusia membutuhkan tempat berlindung yang 

disebut sebagai rumah. Tempat hunian dan tempat untuk melangsungkan kehidupan 

serta tanda pengenal dalam kehidupan bersosial dalam sebuah kawasan permukiman. 

Ketentuan mengenai perumahan dan rumah diatur dalam Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

merupakan “Suatu kesatuan sistem yang mencakup dari binaan, penyelenggaraan 

terhadap perumahan, penyelenggaraan terhadap kawasan pemukiman, pemeliharaan 

dan perbaikan, pencegahan serta peningkatan kualitas atas adanya perumahan kumuh 

dan kawasan kumuh, penyediaan tanah, pembiayan dan sistem pendanaan, juga peran 

dari masyarakat”. 

Pengertian Umum dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang 

Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah kepentingan yang mendasar bagi 

manusia serta memiliki fungsi penting agar terbentuknya karakter dan jati diri bangsa 

dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia seutuhnya dan berjati diri. 

Perumahan merupakan gabungan dari bagian pemukiman ataupun perdesaan yang 

dilengkapi oleh sarana dan prasarana, serta utilitas umum sebagai upaya agar menjadi 

rumah yang layak huni. 

Sebagai kebutuhan dasar manusia tentu sudah pasti setiap tahunnya jumlah 

lahan yang dibutuhkan akan terus meningkat sesuai dengan bertambahnya angka 

penduduk dan dari keinginan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak serta 

terjangkau sehingga muncul developer (Pengembang) perumahan. Dengan semakin 

banyaknya developer pada bidang perumahan sudah pasti memberikan kemudahan 
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kepada masyarakat dalam menetapkan keinginannya sesuai pada kemampuan 

perekonomiannya masing-masing. Namun dalam hal ini tidak semua orang bisa 

menjadi developer begitu saja dikarenakan perumahan yang dibangun oleh developer 

diatur melalui berbagai persyaratan dan prosedur pembangunan sehingga sesuai 

dengan kebijakan yang telah diatur dan fungsi arahan perencanaan tata ruang, 

bertujuan menjaga keseimbangan dalam lingkungan fisik dan lingkungan sosial. 

Mengenai Pembangunan perumahan ini, tentu saja harus didukung dengan 

adanya satu kesatuan hukum yang tegas dan jelas. Oleh sebab itu perjanjian memiliki 

peran yang sangat penting dimata hukum bagi pihak yang terlibat. Mengenai 

perbuatan hukum yang ada kaitannya dengan kepemilikan perumahan ini yaitu 

perbuatan hukum menyangkut jual beli perumahan. Jual beli diatur dalam Pasal 1457 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (atau selanjutnya disingkat dengan 

KUHPerdata) menyebutkan bahwa “Jual beli merupakan perjanjian yang dilahirkan 

oleh penjual dan pembeli yang mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 

kepemilikannya terhadap suatu barang kepada pembeli, lalu pembeli mengikatkan 

dirinya kepada untuk melunasi harga terhadap barang itu”. 

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap perumahan yang meningkat 

maka perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Pusat serta juga Pemerintah Daerah 

dan merupakan tanggung jawab bagi pemerintah dalam penyediaan terhadap 

kebutuhan perumahan. Disebutkan dalam Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 amandemen ke IV mencantumkan bahwa setiap orang memiliki hak 

untuk hidup sejahtera dan damai lahir batinnya, memiliki tempat tinggal, memperoleh 

lingkungan hidup yang baik juga memperoleh layanan kesehatan. Dikarenakan 

adanya keterbatasan bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan 

pembangunan, maka pemerintah memberi akses bagi developer agar melakukan, 
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menciptakan, serta memberikan persediaan perumahan untuk masyarakat yang 

membutuhkannya. 

Diberikannya kepercayaan oleh pemerintah kepada developer, maka 

pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap developer dalam 

menjalankan kepercayaan tersebut apakah sesuai pada aturan dan prosedur yang telah 

dianjurkan karena selain diharapkan terciptanya hubungan bisnis juga tercipta 

hubungan hukum yang saling memberikan keuntungan serta melindungi pelaku usaha 

dan pihak pembeli, terkhususnya pada bidang perumahan. Untuk mengurangi resiko 

agar konsumen tidak dirugikan, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Negara 

Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/M/1995 tentang pedoman dalam Perikatan Jual 

Beli Rumah, dikeluarkannya keputusan ini juga memiliki tujuan agar mengamankan 

kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Urgensi pengaturan kontrak atas 

adanya praktik bisnis adalah supaya menjamin kepentingan antara hak dan kewajiban 

yang berlansung secara prosorsional yang adil serta saling menguntungkan.1 

Melaksanakan proses jual beli perumahan sesudah dilakukannnya pemesanan 

terlebih dahulu atau indent perumahan tersebut, selanjutnya akan dilakukan perjanjian 

pengikatan jual beli (atas selanjutnya disingkat dengan PPJB) yang melibatkan kedua 

belah pihak yang pada akta pengikatan jual beli tersebut berisi tentang adanya hak 

serta kewajiban pihak yang terlibat. Berdasarkan pandangan Mario Sumadjono, PPJB 

itu bagian dalam lingkupnya hukum perjanjian, namun jual belinya termasuk ke 

dalam lingkup hukum tanah Nasional yang mengacu pada Undang-Undang Pokok 

Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (atau disingkat sebagai UUPA) dan peraturan-peraturan 

dalam pelaksanaannya.2 

                                                           
1 Agus Yudha Hernoko, 2011, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana, 

Jakarta, hlm. 06.  
2 Maria S.W. Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Buku  Kompas, 

Jakarta, hlm. 161. 
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Perjanjian menurut pemikiran Subekti merupakan suatu peristiwa yang 

mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling 

mengikatkan diri berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang disepakati 

bersama, maka lahirnya suatu hubungan diantara kedua orang tersebut yang 

dinamakan dengan perikatan. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(atau selanjutnya disingkat sebagai KUHPerdata) menyatakan ada dua sumber 

lahirnya perikatan yang merupakan perjanjian dan Undang-undang.3  

PPJB dilandasi oleh adanya asas kebebasan berkontrak seperti yang diatur 

dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat secara 

sah berfungsi sebagai Undang-Undang kepada semua orang yang membuatnya.” 

Dengan memusatkan pada kata “Semua” maksud dari Pasal ini seakan-akan berisi 

satu penjelasan bagi masyarakat dalam menciptakan perjanjian yang mengenai dan 

berisikan tentang apapun, lalu kemudian perjanjian itu bersifat mengikat bagi mereka 

yang menyepakatinya sama seperti Undang-Undang.4 

Dibuatnya PPJB hanya merupakan awal kesepakatan bagi beberapa pihak 

yang dibuat secara tertulis sebelum dilakukannya perjanjian jual beli, tujuan dari 

dibuatnya PPJB adalah supaya mengikat developer agar jika telah tiba pada saat yang 

telah disepakati ia akan melaksanakan perjanjiannya yaitu kepada calon pembeli, dan 

diwaktu yang sama perjanjian tersebut juga dapat mengikat calon pembeli untuk 

menepati perjanjian yang telah disepakati olehnya. Terdapat beberapa hal yang dapat 

mengakibatkan perjanjian jual beli belum bisa dilakukan, seperti pembayaran yang 

belum selesai, rumah yang sedang dalam poses tahapan pembangunan, pajak yang 

masih diurus atau belum lunas, sertifikat yang sedang dalam prosedur balik nama atau 

                                                           
3 Ahmad Miru, 2011, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 03. 

4  Subekti, 2005. Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta. hlm. 14. 
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proses pemecahan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga sebab-sebab 

lain yang pada akhirnya Jual Beli tersebut belum dapat dilaksanakan.  

Mengenai pembelian rumah dengan PPJB ini juga termuat dalam ketentuan 

Pasal 42 Ayat (1) Tahun 2011. Ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2011 menyebutkan “ Rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun yang 

masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian 

pengikatan jual beli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (selanjutnya disebut dengan PP 12/2021) mengatur 

tentang adanya suatu sistem PPJB dalam Pasal 1 Angka 10 yangmana merupakan  

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam Pasal 1 Angka 10 PP 12/2021 tentang 

suatu sistem PPJB menyebutkan “Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli yang 

selanjutnya disebut Sistem PPJB adalah rangkaian proses kesepakatan antara Setiap 

Orang dengan pelaku pembangunan dalam kegiatan pemasaran yang dituangkan 

dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebelum 

ditandatangani akta jual beli.” 

Sedangkan PPJB menurut Pasal 1 Angka 11 PP 12/2021 menyebutkan  

Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang 

selanjutnya disebut PPJB adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap 

orang untuk melakukan jual beli Rumah atau satuan Rumah susun yang dapat 

dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk Rumah susun atau 

dalam proses pembangunan untuk Rumah tunggal dan Rumah deret yang dibuat di 

hadapan notaris. 

Permasalahan mengenai perumahan yang pada saat ini dibicarakan oleh 

konsumen yaitu terkait janji-janji yang dilakukan pihak developer namun tidak 
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terimplementasikan sesuai kesepakatan. Parahnya developer memasarkan perumahan 

tersebut ternyata hanya kebohongan belaka yang mengandung informasi menyesatkan 

kepada konsumen dengan mengambil hati konsumen menggunakan cara semenarik 

mungkin bahkan membagikan brosur perumahan dan menayangkan iklan padahal 

yang dipromosikan tersebut belum ada, apalagi pada kasus konsumen yang sudah 

melakukan pembayaran uang muka kepada developer, akan tetapi developer belum 

mempunyai perizinan dan sama sekali belum melakukan pembangunan, akan tetapi 

konsumen sudah menandatangani PPJB dengan developer. Tindakan developer ini 

tentu sangat merugikan pihak konsumen, sehingga timbul perasaan kecewa dan 

sakit hati bagi konsumen.5 

Pada beberapa kasus yang terjadi konsumen yang selalu dirugikan dan 

telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen akan 

pasrah jika hak-hak nya direnggut orang lain, hal ini terjadi salah satu 

faktornya yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak nya 

sebagai konsumen padahal kedua belah pihak antara developer ataupun 

konsumen berkedudukan yang sama di mata hukum. Tetapi kenyataan yang 

terjadi pada saat sekarang ini hanya pihak developer sebagai pelaku usaha yang 

mendapatkan keuntungan dari hubungan bisnis jual beli rumah ini. Untuk itu 

diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen atas masalah yang sering 

ditimbulkan oleh developer perumahan.  

Kota Padang juga memiliki banyak developer dengan beragam jenis 

perumahannya. Alam Bakuang merupakan salah satu perumahan bersubsidi yang 

berlokasi di Ikur Koto Panjang Kecamatan Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota 

Padang. Perumahan ini dibangun pada tahun 2019 sebanyak 50 unit dengan 

                                                           
5 Anonim, 2017, Segudang Masalah Konsumen Perumahan, 04 Agustus 2017, 

https://ylki.or.id/2011/10/segudang-masalah-konsumen-perumahan/ , YLKI 
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developernya yang bernama Nazirman, dan Khairas Eka Putra, S.H. 6 Pada tahun 2020 

Perumahan Alam Bakuang juga dibangun sebanyak 50 Unit. Alam Bakuang 

merupakan salah satu perumahan yang menyediakan PPJB apabila calon 

konsumen berkeinginan untuk membeli unit perumahan sebelum perumahan 

selesai dibangun secara indent. Beberapa dari konsumen pada perumahan Alam 

Bakuang Kota Padang mengeluh dan merasa tidak puas atas kinerja yang 

dilakukan oleh Developer perumahan Alam Bakuang Kota Padang serta 

konsumen meminta uangnya untuk dikembalikan secara tunai kepadanya atas 

pembatalan pembelian Unit setelah dilakukannya PPJB antara kedua belah pihak 

yang dikarenakan oleh gagalnya data untuk Akad kredit di Bank. 

Berdasarkan pada paparan diatas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul : 

“TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP KONSUMEN DALAM 

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) RUMAH BERSUBSIDI 

PADA PERUMAHAN ALAM BAKUANG KOTA PADANG”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penyelesaian dalam terjadinya pembatalan pada Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dilakukan sepihak antara Developer atau 

Konsumen pada Perumahan Alam Bakuang Kota Padang? 

2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Developer terhadap konsumen pada 

perumahan Alam Bakuang Kota Padang atas terjadinya Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB) rumah? 

C. Tujuan Penelitian 

                                                           
6 PT Arung Wahana, 2019, Perumahan Alam Bakuang, Indonetwork, 18 Desember 2019, https://pt-arung-

wahana-nuansa-arwana.indonetwork.co.id/product/perumahan-alam-bakuang-6275536, indonetwork 

https://pt-arung-wahana-nuansa-arwana.indonetwork.co.id/product/perumahan-alam-bakuang-6275536
https://pt-arung-wahana-nuansa-arwana.indonetwork.co.id/product/perumahan-alam-bakuang-6275536
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Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya: 

1. Untuk mengetahui penyelesaian dalam terjadinya pembatalan pada Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dilakukan sepihak antara developer atau 

Konsumen pada Perumahan Alam Bakuang Kota Padang. 

2. Untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab Developer terhadap konsumen 

pada perumahan Alam Bakuang Kota Padang atas terjadinya Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB) rumah. 

D. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil dari yang telah penulis inginkan, untuk itu sesuai 

dengan permasalahan yang sudah ditentukan maka penulis melakukan penelitian 

dengan cara sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis (socio legal research) atau bisa 

disebut juga dengan penelitian lapangan, yang mana pada penelitian lapangan ini 

membahas mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan juga apa yang sedang 

terjadi kenyataanya di dalam masyarakat. Atau bisa juga disebut dengan kalimat 

lain yaitu merupakan suatu penelitian yang dilakukan mengenai keadaan sebenar-

benarnya atau keadaan yang nyata terjadi di dalam masyarakat dengan tujuan agar 

memahami dan mendapatkan fakta-fakta serta data yang diperlukan, setelah data 

yang diperlukan terkumpul dan selesai kemudian menuju kepada identifikasi 

masalah yang pada akhirnya mencapai pada penyelesaian masalah.7 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.  

                                                           
7 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16. 
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1) Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian data 

mengenai masalah yang berhubungan dengan skripsi penelitian ini, penelitian 

lapangan penulis dilakukan pada Perumahan Alam Bakuang Kota Padang. 

2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku – 

buku yang berhubungan dengan objek – objek penelitian. Data sekunder terdiri 

dari atas: 

a. Bahan hukum primer, merupakan data yang penulis kumpulkan atau 

dapatkan dilapangan dengan wawancara. 

b. Bahan hukum sekunder, dengan mencari data pada sumber kedua yang 

mengetahui pokok permasalahan berupa buku-buku dan jurnal. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Pengumpulan data bisa dilakukan melalui adanya wawancara dengan 

konsumen perumahan Ibu Yur, Bapak Ryan, Ibu Epi Mumuik, dan Ibu Erna 

serta developer perumahan Alam Bakuang Kota Padang Bapak Nazirman dan 

Bapak Khairas Eka Putra. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi 

terstruktur, yang mana selain mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan, juga 

dikembangkan sesuai dengan kondisi di lapangan dan perluasan pertanyaan-

pertanyaan lain berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan serta juga 

melakukan pendekatan hasil wawancara. 

 

b. Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan alat penelitian yang digunakan dengan mengamati 

dan menganalisa data tertulis yang terdapat melalui buku-buku, literatur serta 

hasil penelitian yang bersangkutan pada permasalahan yang akan diteliti oleh 



10 
 

 

UNIVERSITAS BUNG HATTA 

penulis kemudian dikembangkan dan dirangkai secara sistematis dalam bentuk 

karya tulis ilmiah dilapangan. 

4. Analisis Data 

Analisis data dari pengolahan data yang penulis lakukan, sudah pasti 

dibutuhkan analisis data, oleh karenanya analis data ini menggunakan analisis 

kualitatif, artinya data yang didapatkan tidak berbentuk angka-angka, tidak 

menggunakan presentase dan tidak juga menggunakan pengukuran tertentu serta 

tabulasi atau tabel. Oleh sebab itu analisis ini berupa kepada kalimat-kalimat atau 

uraian-uraian yang bersifat keseluruhan, sesuai pada gejala dan fakta yang 

diperoleh dilapangan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Segala 

hasil dari penelitian dikaitkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang 

terkait. Setelahnya dijabarkan berupa uraian dan terakhir ditarik kesimpulan 

sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam 

penelitian.8 

 

 

 

                                                           
8Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 53. 
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